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ABSTRAK

Dalam setiap proses pemberian kredit bank telah mewajibkan adanya pembukaan
asuransi jiwa kredit, agar dapat menghindari dari kerugian akibat meninggalnyaa
debitur. Ketika dalam pemberian kredit tidak memiliki perlindungan asuransi jiwa
kredit, maka debitur yang meninggal dunia akan meninggalkan beban hutang
kepada ahli waris atau jaminan yang telah diberikan kepada bank akan terancam
dilelang oleh bank untuk menutupi hutang yang masih ada. Dalam melaksanakan
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran dan
manfaat perjanjian asuransi jiwa sebagai pelunasan kredit kepemilikan rumah
kepada pihak-pihak yang telah mencantumkan klausul asuransi jiwa kredit dalam
perjanjian kredit dengan bank. Dalam melakukan penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder dan
analisis data deskripsi studi kepustakaan dan analisis data bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat
disimpulkan bahwa dalam asuransi jiwa kredit kita mengenal 3 (tiga) pihak utama
yaitu penanggung (perusahaan asuransi), yang merupakan pengalihan resiko
kerugian kepada perusahaan asuransi yang dimana dilakukan sejumlah
pembayaran premi dari calon konsumen kepada perusahaan. Sehingga dengan
adanya perlindungan dari asuransi jiwa ini, ketika konsumen telah meninggal
maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pada umumnya
apabila tertanggung meninggal dunia, penanggung berkewajiban untuk
memberikan santunan kepada ahli waris (ahli waris) kecuali diperjanjikan lain.
Misalnya, debitur menyetujui klausul yang diberikan oleh bank, yang memuat
kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa untuk mengatasi risiko yang terjadi.
Jadi dalam hal ini bank bertindak sebagai pemegang polis (penerima) ganti rugi.
Sehingga para ahli waris tidak perlu lagi menanggung hutang yang ditinggalkan
oleh pewaris.

Kata kunci: Asuransi Jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah, Pelunasan Hutang.



ABSTRACT

In every process of granting credit, banks have required the opening of credit life
insurance, in order to avoid losses due to the death of the debtor. When the
granting of credit does not have credit life insurance protection, the debtor who
dies will leave the debt burden to the heirs or the guarantee that has been given to
the bank will be threatened with being auctioned off by the bank to cover the
remaining debt. In carrying out this research, the aim of this research is to find
out clearly the role and benefits of life insurance agreements as repayment of
home ownership loans to parties who have included a credit life insurance clause
in credit agreements with banks. In conducting this research, the author uses
normative legal research methods with secondary data types and data analysis
descriptions of literature studies and data analysis of primary, secondary and
tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author got, it
can be concluded that in credit life insurance we recognize 3 (three) main parties,
namely the insurer (insurance company), which is a transfer of risk of loss to the
insurance company where a number of premium payments are made from
prospective customers to the company. So that with the protection of this life
insurance, when the consumer has died it will give rise to rights and obligations
for the parties. In general, if the insured dies, the insurer is obliged to provide
compensation to the heirs (heirs) unless agreed otherwise. For example, the
debtor agrees to a clause provided by the bank, which contains cooperation with
a life insurance company to overcome the risks that occur. So in this case the
bank acts as the policyholder (beneficiary) of compensation. So that the heirs no
longer need to bear the debt left by the testator.

Keyword: Debt Repayment, Home Loan, Life Insurance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan saat ini, produk perbankan juga selalu mengikuti
perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka peningkatan
layanan produk dari perbankan dapat dirasakan manfaatnya oleh nasabah ataupun
debitur. Keberadaan sebuah bank dalam melaksanakan kegiatannya untuk
menhimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat agar menjaga
keseimbangan serta kemajuan ekonomi nasional. Namun, sejalan dengan
pelaksanaan tugas dari perbankan tersebut, perbankan tidak dapat terlepas dari
landasan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Adapun landasan hukum yang
menjadi dasar dari Perbankan dapat dilihat pada Hirarki perundang-undangan.
Urutan pertama dari hirarki perundang-undangan yang berkaitan dengan
perbankan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) yang terdapat di Pasal 33. Dalam Pasal 33,
memberikan sebuah cerminan terhadap tujuan pembangunan perbankan dalam
negara Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional dan
kesejahteraan sosial.

Menurut amanat UUD 1945 diperlukannya suatu aturan Kkhusus yang
mengatur lebih rinci dalam pelaksanaannya, sehingga ditetapkannya aturan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai aturan khusus

yang mengatur dalam berbagai akttifitas ataupun kegiatan bank yang disingkat

1



UUP. Setelah dikeluarkannya UUP maka kebutuhan dibidang perbankan dapat
terlaksana sebagaimana mestinya. Pasal 1 ayat (1) UUP menjelaskan makna
perbankan yaitu semua aktifitas yang mempunyai kaitannya dengan bank, seperti
lembaga keuangan, bagaimana bank melakukan bisnis, dan metode serta proses
yang digunakan untuk melakukan bisnis, kemudian dalam Pasal 1 ayat (2)
menjelaskan makna dari bank itu sendiri merupakan suatu kegiatan atau aktifitas
dalam melaksanakan penyimpanan dana dari peroangan atau bank usaha dan
kembali disalurkan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan
dalam bentuk kredit, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan
taraf hidup masayarakat. Dalam kutipan jurnal cahaya keadilan dijelaskan bank
merupakan suatu lembaga perbankan yang mempunyai fungsi dalam
melaksanakan kegiatan penyimpanan dana bagi individu, perusahaan swasta,
badan usaha milik negara, ataupun instansi pemerintah. Bank merespon
kebutuhan keuangan dan mengefektifkan kegiatan atau aktifitas sistem
pembayaran di berbagai sektor ekonomi pada aktifitas perkreditan dan berbagai
layanan yang ditawarkan. Selain itu, bank juga merupakan tempat masyarakat
untuk menyimpan uang hanya karena kepercayaan bahwa uang yang dikumpulkan
akan mendapatkan imbalan berupa bunga (Bhakti, 2016).

Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap suatu bank
berdampak positif bagi kemajuan bank tersebut, karena adanya kepercayaan,
masyarakat tidak segan-segan berbisnis dengan bank (pinjaman) baik itu dalam
bentuk tabungan atau pinajaman. Perkembangan bank sangat bergantung pada

kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Secara umum kita ketahui bahwa



perbankan atau bank memberikan jasa keuangan dalam memberikan pelayanan
kepada perorangan ataupun badan usaha, berupa dana simpan pinjam (kredit)
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sektor keuangan. Namun, perbankan di
dalam Negara Indonesia dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) yaitu bank sentral,
umum dan daerah. Pertama, di setiap negara terdapat satu bank sentral, tetapi
didukung oleh berbagai cabang dalam melaksanakan kegiatan dan aktifitas pada
sektor keuangan negara tersebut. Di Indoensia sendiri, bank sentral yaitu Bank
Indonesia (BI) yang menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, bank to bank
dan lender of the last resort (Kasmir, 2018).

Bank Indonesia, mempunyai suatu tujuan utama dalam menjaga kestabilitas
nilai tukar rupiah. Dalam memastikan pencapaian tujuan yang dimaksudkan, bank
sentral bertanggung jawab dalam menjalankan tugas berupa memutuskan
kebijakan moneter, memelihara dan mengatur kelancaran sistem devisa, dan
mengawasi serta mengatur aktifitas bank (Kasmir, 2018). Kedua, Bank umum
memiliki tugas dalam menajalankan aktifitas usahanya dalam hal ini memberikan
pelayanan aktifitas keuangan kepada masyarakat, baik yang berbentuk perorangan
bahkan korporasi. Bank umum, dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu bank
devisa komersial dan non-komersial (Kasmir, 2018). Ketiga, Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) bertugas dalam melayani masyarakat kecil terutama kepada
masyarakat yang berada di kawasan desa dan kabupaten. Penawaran produk yang
dilakukan oleh bank daerah tidak seluas dibandingkan bank umum (Kasmir,

2018).



Terdapat berbagai perbedaan dari bank sentral, umum dan daerah, tetapi
ketiga kategori bank tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan
pelayanan dalam jasa keuangan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan
melalui aktifitas penyaluran kredit. Menurut UUP, pengertian kredit merupakan
penyaluran pinjaman berdasarkan suatu perjanjian kredit, antara bank bersama
debitur, dimana peminjam memberikan imbalan dalam bentuk bunga,
kompensasi, atau keuntungan dalam tempo waktu yang telah disetujui bersama.
Ada berbagai jenis dan kategori kredit, untuk membedakannya berdasarkan durasi
dan tujuan pinjaman, sebagai berikut (Hermansyah, 2014):

1. Pinjaman investasi adalah pinjaman jangka panjang atau jangka menengah
kepada Kklien/debitur untuk perluasan usaha dan dibuat dalam rangka
pembangunan kembali, seperti pembelian bangunan komersial untuk
perluasan usaha.

2. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk mendukung
penjualan suatu kegiatan usaha sampai dengan satu tahun dengan biaya
operasional harian perusahaan, tetapi dapat diperpanjang jika
persyaratannya terpenuhi. Disepakati oleh para pihak. Pinjaman dapat
berbentuk rupiah atau mata uang asing. Namun, di sektor mata uang asing,
perusahaan juga menggunakan transaksi valuta asing dalam operasinya.

3. Pinjaman konsumsi diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam
pembelian barang-barang konsumsi yang berkaitan dengan mobil,
perumahan dan kebutuhan lainnya yang tidak mempunyai kaitannya

langsung terhadap kegiatan usaha, seperti pembelian mobil yang bertujuan



untuk transportasi operasional kantor. Sedangkan sumber pembayaran

pinjaman konsumsi ini berasal dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja

bulanan debitur.

Jenis dan kategori pinjaman berdasarkan kerangka waktu di atas, dapat
disimpulkan bahwa setiap jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan yang
diinginkan serta jatuh tempo pinjamannya. Jangka waktu yang tercantum di sini
adalah karena kebutuhan modal usaha kami dalam jangka pendek, jangka
menengah, jangka panjang, atau operasi sehari-hari. Dalam proses pemberian atau
penyaluran kredit kepada masyarakat, pihak bank akan selalu mengupayakan
mengurangi resiko kerugian akibat kredit macet dengan cara menerapkan prinsip
kehati-hatian. Penerapan prinsip tersebut dalam melaksanakan kegiatan
penyaluran kredit kepada masyarakat ini juga sesuai dengan aturan yang tertuang
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang
Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan
Bank Bagi Bank Umum (selanjut disingkat POJK 42 Tahun 2017), penyaluran
kredit yang tanpa analisa terlebih dahulu akan menyebabkan terjadinya kredit
macet sehingga merugikan pihak bank. Nasabah dalam hal ini akan mudahnya
memberikan data-data yang palsu atau fiktif (terutama data penghasilan dan data
rekening) kepada pihak bank, sehingga akan menimbulkan kredit yang seharusnya
tidak layak diterima menjadi lolos ataupun pemberi kredit salah melakukan
analisa kredit sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Penyebab
terjadinya kredit macet tidak hanya demikian, bisa diakibatkan karena

meninggalnya debitur sehingga tidak dapat melanjutkan pembayaran pinjamannya



kembali kepada bank. Dalam hal ini pentingnya dalam penyaluran kredit wajib
dilakukan analisa kredit dengan prinsip kehati-hatian. Namun dengan adanya
analisa yang baik tidak dapat menjamin 100% (serratus persen) tidak terjadinya
kredit macet. Hal ini disebabkan oleh faktor kredit macet karena meninggal dunia
debitur yang memungkinkan timbulnya resiko kerugian kepada pihak bank.

Dalam menghindari hal tersebut bank harus melakukan upaya perlindungan,
agar dapat mengurangi resiko kerugian yang akan terjadi. Salah satu upaya atau
strategi dalam mengatasi hal tersebut pihak bank telah mewajibkan adanya
pembukaan atau pembelian asuransi jiwa kredit dalam setiap proses pemberian
pinjaman kepada debitur. Kewajiban dalam pembukaan atau pembelian asuransi
jiwa kredit tidak diatur dalam aturan POJK 42 Tahun 2017, namun pemberlakuan
kewajiban ini merupakan kebijakan aturan internal bank agar debitur atau ahli
waris dan kreditur terlindungi dari resiko yang akan terjadi. POJK 42 Tahun 2017
juga memberikan kebebasan kepada pihak Bank dalam menerapkan kebijakan
perkreditan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3)
dijelaskan kebijakan perkreditan ini cukup mendapatkan persetujuan oleh dewan
komisaris bank tersebut. Sehingga jelas kewajiban dalam pembukaan atau
pembelian asuransi jiwa kredit merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
masing-masing bank dalam hal menjalani bisnis penyaluran perkreditan.

Himbauan dari OJK dalam penyusunan kebijakan oleh masing-masing bank
harus mencakup 6 (enam) hal yang telah dituangkan dalam POJK Pasal 3, yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman;

2. Organisasi dan manajemen perkreditan;



3. Membuat kebijakan persetujuan kredit;

4. Melakukan dokumentasi dan administrasi;

5. Melakukan pengawasan pada kredit yang sudah berjalan;

6. Melakukan penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur yang telah

ingkar janji.

Sehingga penetapan kebijakan yang mewajibkan pembukaan atau pembelian
asuransi jiwa kredit kepada debitur yang ingin memperoleh pinjaman dari pihak
bank adalah murni kebijakan internal bank tersebut, agar bank dapat mengalihkan
resiko kerugian kepada pihak ketiga (perusahaan asuransi) dan wajib merupakan
perusahaan yang sudah rekanan dengan bank tersebut. Menurut Dessy Danarti,
Asuransi atau “verzekering” berarti pertanggungan. Terdapat dua pihak yang
terlibat langsung dalam asuransi. Artinya, pihak yang dapat memberikan atau
menjamin ganti rugi kepada pihak lain yang tidak selalu terjadi atau mungkin
timbul akibat tidak dapat terlebih dahulu menentukan kapan akan terjadi (Danarti,
2011). Pandangan lain, menurut Budiarjo, asuransi adalah transaksi asuransi
antara tertanggung dan penanggung, dan penanggung menjamin bahwa
tertanggung akan diasuransikan (Fauzi, 2019). Perusahaan asuransi berjanji
kepada tertanggung untuk membayar kerusakan yang disebabkan oleh risiko
tertanggung, dan tertanggung membayar tertanggung secara teratur. Oleh karena
itu, tertanggung menukarkan kemungkinan kerugian yang besar dengan
pembayaran tertentu yang relatif kecil.

Upaya dalam mengasuransikan pinjaman kredit yang akan diberikan kepada

masyarakat (debitur), akan menimbulkan manfaat yang berguna terhadap bank



dan debitur atau ahli waris dari debitur yang sah menurut aturan hukum yang
berlaku. Manfaat asuransi jiwa kredit ini, disaat debitur mengalami suatu resiko
meninggal dunia, maka pinjaman yang telah didapatkan debitur dari bank akan
dilunasi oleh pihak perusahaan asuransi sesuai ketentuan polis asuransi jiwa.
Sedangkan manfaat asuransi jiwa kredit bagi pihak bank adalah mendapatkan
sejumlah uang sesuai perjanjian dalam polis asuransi jiwa untuk digunakan
sebagai pelusanan hutang debitur, tanpa pihak bank harus melakukan proses
penyita jaminan, lelang atau upaya lainnya disaat debitur meninggal dunia. Selain
mengasuransikan jiwa kredit, bank juga membuat kebijakan wajib melakukan
pemasangan asuransi kebakaran rumah atau objek jaminan, hal ini menghindari
kerugian akibat terjadinya kerusakan objek jaminan karena kebakaran.
Upaya-upaya sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak bank merupakan
upaya melindungi kerugian yang muncul baik itu kredit macet ataupun
meninggalnya debitur. Perlindungan yang dilakukan ini tentu tidak hanya semata-
mata menguntungkan pihak bank, namun juga ada yang menguntungkan pihak
debitur. Namun penetapan-penetapan aturan oleh pihak bank tidaklah bisa
berjalan dengan sepenuhnya, karena dalam praktek lapangan terdapat juga
pemberian kredit kepemilikan rumah yang tidak melakukan pembukaan atau
pembelian asuransi jiwa kredit, dalam kondisi tersebut pada umumnya harus
mendapatkan persetujuan memo tertulis dari komite kredit karena terdapat resiko
yang akan muncul di kemudian harinya sehingga membutuhkan persetujuan

terlebih dahulu. Kondisi tersebut sering terjadi apabila calon debitur memiliki



riwayat kesehatan yang kurang baik, sehingga pembukaan atau pembelian
asuransi tersebut di tolak oleh pihak asuransi.

Kegiatan usaha asuransi harus tunduk pada aturan Undang-Undang No. 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UUUP). UUUP
menjelaskan secara rinci makna dari asuransi merupakan suatu perjanjian yang
telah dibuat dan mengikatkan diri kepada pihak yang berkepentingan (tertanggung
dan penanggung) dalam perjanjian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan pergantian terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung sesuai
isi perjanjian yang telah disepakati. Bank dalam menentukan perusahaan asuransi
yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan direksi atau pejabat
berwenang sehingga akan dibentuknya perjanjian kerjasama antara bank dan
perusahaan asuransi. Terjalinnya hubungan kerjasama akan memudahkan pihak
bank dalam melakukan proses pembukaan maupun proses claim, apabila terjadi
resiko meninggal yang dialami oleh tertanggung (debitur) yang telah
mendapatkan pinjaman melalui bank tersebut.

Sesuai informasi penulis dapatkan dari salah satu seorang pegawai
(Erwanpi) bank swasta (Maybank), proses melakukan claim akibat debitur
meninggal dunia sangat mudah apabila perusahaan asuransi yang digunakan oleh
pihak bank adalah rekanan. Hal ini akan sangat memudahkan kita untuk proses
permohonan pembayaran claim. Dalam proses ini hanya dibutuhkan beberapa
dokumen yaitu formulir klaim, kartu tanda penduduk (KTP) tertanggung dan ahli
waris, surat keterangan kematian rumah sakit / kepolisian / RT atau RW, laporan

medis tertanggung apabila meninggal akibat sakit, dan dokumen lain yang
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dianggap perlu oleh si penanggung atau pihak asuransi. Dokumen yang
diperlukan ini merupakan salah satu dari dokumen yang diperlukan juga dalam
hal mengurus akta kematian dan harta warisan sehingga tidaklah susah untuk
didapatkan oleh ahli waris. Aturan yang mengatur kewajiban memasang asuransi
kredit jiwa dan objek jaminan ini merupakan kebijakan internal bank, hal ini tidak
diatur dalam Peraturan Otoritas Jas Keuangan atau disingkat POJK, yang dimana
kita ketahui bahwa saat ini yang mengawasi bidang perbankan adalah OJK, bukan
lagi Bank Indonesia. Pengawasan terhadap sektor perbankan kini telah menjadi
wewenangnya OJK sehingga bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan
dalam kegiatan perbankan yang sengaja dipersulit atau terdapat kecurangan dapat
melaporkan permasalahannya kepada OJK, namun perihal ketentuan yang
mewajibkan setiap penyaluran kredit wajib memasang asuransi jiwa kredit
maupun objek jaminan ini tidaklah diatur oleh OJK.

Namun, hal yang penting dalam proses pembukaan atau pembelian asuransi
jiwa kredit debitur harus melakukan pengisian formulir permohonan pembukaan
asuransi jiwa kredit dan tanda tangan persetujuan dari debitur, dalam pengisian
formulir debitur harus memberikan informasi data pribadinya beserta riwayat
kesehatannya, apabila informasi yang diberikan itu tidak benar, maka akan
menjadi hambatan atau gugurnya asuransi tersebut disaat proses claim yang akan
dilakukan. Informasi pribadi debitur dan riwayat kesehatannya yang menjadi
dasar pertimbangan resiko bagi perusahaan asuransi dalam menerima permohonan

pembukaan asuransi tersebut atau tidak. Informasi yang tidak benar akan
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mengakibatkan terjadinya gugur perjanjian asuransi jiwa kredit atau gagal claim,
hal ini dapat memberikan dampak kerugian bagi pihak perbankan dan ahli waris.

Selain informasi yang diberikan tidak akurat, permohonan pembayaran
claim juga dapat ditolak apabila kematian tertanggung diakibatkan oleh
kecelakaan lalu lintas namun pengemudi tidak memiliki izin mengemudi, bunuh
diri, dan eksekusi pengadilan. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan gugurnya
perjanjian asuransi jiwa kredit sehingga akan menyebabkan ahli waris yang harus
memikul utang tersebut ataupun terjadi penyitaan jaminan yang dilakukan oleh
pihak bank karena pinjaman dana tersebut tidak dapat dikembalikan sebagaimana
yang telah disepakati pada perjanjian kredit awalnya. Langkah penyitaan jaminan
ini sangat dihhindari oleh bank, karena akan menyebabkan terjadi kerugian dan
proses penyitaan jaminan juga memerlukan proses dengan waktu yang sangat
panjang atau lama serta biaya yang cukup mahal. Proses penyitaan jaminan ini
pada umumnya membutuhkan waktu 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun sampai
dengan tahap proses pelelangan objek jaminan.

Melalui uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian
karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dalam permasalahan tersebut
dengan judul skripsi “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA
SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG KREDIT

KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK”
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan  pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat
mengindenfitikasi pokok permasalahan, sebagai berikut:
1. Dalam pembukaan kredit di bank debitur ditawarkan oleh kreditur agar
peminjaman kreditnya dapat diikatkan dengan asuransi jiwa.
2. Prosedur bagi ahli waris yang tidak mendapatkan asuransi dari pewaris yang
sudah meninggal dunia, namun masih terikat dengan Hak Tanggungan.
3. Terjadinya gagal claim uang pertanggungan diakibatkan terjadinya
kebohongan dalam memberikan informasi dalam pembukaan asuransi

jiwa.

1.3 Batasan Masalah
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berfokus pada pokok-pokok
permasalahan yang diangkat, dan dianggap penting dalam membuat pembatasan
penelitian tersebut, yaitu:
1.  Penawaran asuransi dilakukan oleh bank kepada debitur untuk mendapatkan
jaminan bagi ahli waris dapat perlindungan kepada pewaris meninggal
dunia.

2. Prosedur pengambilan asuransi tidak dipaksakan kepada debitur.

1.4 Rumusan Masalah
Dalam uraian di atas, penulis dapat membuat atau menyimpulkan pokok-

pokok permaslahan yang ada pada penelitian tersebut, sebagai berikut:
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Bagaimana peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap jaminan
pelunasan hutang debitur karena meninggal dunia pada bank?

Kendala apa yang ditemui dalam penegakan hukum pada penanganan
mengenai asuransi jiwa kredit terhadap jaminan pelunasan hutang kredit

kepemilikan rumah pada bank?

Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa

tujuan, yaitu:

1.

1.6

Untuk mengetahui peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap jaminan
pelunasan hutang debitur karena meninggal dunia pada bank

Untuk mengetahui kendala apa yang ditemui dalam penegakan hukum pada
penanganan mengenai asuransi jiwa terhadap jaminan pelunasan hutang

kredit kepemilikan rumah pada bank.

Manfaat Penelitian

Penulis dalam melaksanakan penelitian tersebut, memiliki sebuah

pengharapan agar melalui penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan

manfaat yang baik bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan oleh penulis

disini, baik itu manfaat yang didapatkan secara teoritis ataupun praktis.

Keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:
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1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan dapat

memberikan manfaat sebesar-besarnya, yaitu:

1.

Diharapkan untuk dapat dijadikan sebuah panduan yang baik dan berguna
untuk mahasiswa, terpenting untuk mahasiswa Prodi llmu Hukum yang
inginkan melaksanakan aktifitas penelitian analisis yuridis perjanjian
asuransi jiwa sebagai jaminan pelunasan hutang kepada bank.

Diharapakan dapat menjadi sebuah dasar atau bahan dalam melakukan

perbandingan dalam penelitian yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan dapat

memberikan manfaat sebesar-besarnya, sebagai berikut:

1.

Pemerintah pusat

Penullis mengharapkan agar dapat dijadikan sebuah masukan kepada
pemerintah pusat dalam kelancaran menjalankan tugasnya secara efektif,
terutama dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada
rakyat setempat yang tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian
hukum.

Para konsumen (Debitur/Pemilik Jaminan)

Penulis mengharapkan untuk para debitur dapat memperoleh hak atas
perlindungan hukum dalam persoalan pelunasan hutang kredit yang melalui

asuransi jiwa kredit karena meninggalnya pihak debitur.
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2.1 Kerangka Teori
2.1.1.Peran

Teori peran (role theory) dikemukakan oleh Khan et al. (1964), Teori Peran
menekankan pada sifat individu dari seorang aktor sosial yang mempelajari
perilaku sesuai dengan posisi yang didudukinya. Teori peran juga merupakan
hibrida dari bidang psikologi, sosiologi dan antropologi. Ketiga disiplin ilmu
tersebut meminjam istilah peran dari dunia teater. Dalam teater, aktor harus
berperan sebagai karakter tertentu. Dalam perannya, karakter diharapkan untuk
bertindak dengan cara tertentu (S. Sarwono, 2011). Peran tertentu memiliki
identitas yang membedakan setiap individu tentang siapa dan bagaimana mereka
berperilaku dalam situasi tertentu. Pada tahun 1936, antropolog Robert Lynton
berhasil mengembangkan teori peran yang menjelaskan interaksi sosial aktor yang
bertindak sebagai budaya yang telah ditentukan. Harapan peran mengarahkan
orang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari mereka (S. Sarwono, 2011).

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan
(status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka ia melakukan suatu peran. Status adalah seperangkat hak dan
kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang menjalankan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia melakukan suatu fungsi. Pada

dasarnya, peran juga dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku tertentu yang

15
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disebabkan oleh posisi tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi

bagaimana pemimpin atas, menengah, dan junior akan mengisi peran yang sama.

Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus

dalam masyarakat (S. W. Sarwono, 2015).

Persyaratan peran Soerjono Soekanto meliputi tiga unsur penting, yaitu (S.

W. Sarwono, 2015):

1. Peran meliputi standar mengenai kedudukan atau kedudukan seseorang
dalam bermasyarakat. Peran adalah seperangkat aturan yang membimbing
orang dalam kehidupan bersosial.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku seseorang dalam membuat suatu
tindakan dalam organisasi.

3. Peran menggambarkan sebagai seorang individu, yang memiliki implikasi

penting dalam struktur sosial masyarakat.

2.1.2. Asuransi

Purwosutjipto mengemukakan bahwa asuransi jiwa yaitu perjanjian timbal
balik antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung melakukan
suatu perikatan terhadap tertanggung selama jangka waktu pertanggungan dan
tertanggung akan membayar premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung
memiliki kewajiban menanggung resiko meninggalnya orang yang jiwanya telah
dipertanggungkan atau telah meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah
diperjanjikan, serta berkomitmen membayarkan sejumlah uang pertanggungan

yang telah disepakati dalam ketentuan polis kepada para ahli waris (Fauzi, 2019).



17

Selain sebagai pengalihan resiko, asuransi juga berfungsi menjadi simpanan, yaitu
jika sampai batas waktu yang telah diperjanjikan tidak mengalami resiko kematian
maka pembayaran premi kita akan terbentuk menjadi tabungan atau nilai tunai.
Akhirnya asuransi jiwa dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Pertama
adalah terjadinya suatu peristiwa (uncertain event). Satu-satunya peristiwa yang
menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi adalah kematian tertanggung.
Apabila tertanggung mengalami resiko kematian dalam waktu yang diperjanjikan,
perusahaan asuransi wajib membayar ahli waris yang ditunjuk oleh tertanggung
atau ahli warisnya. Asuransi jiwa telah berakhir sejak saat itu karena perusahaan
asuransi membayar kompensasi. Kedua, asuransi jiwa akan kedaluwarsa saat
jangka waktu berakhir. Jika masa asuransi jiwa berhasil berakhir, beban risiko
perusahaan asuransi akan berakhir. Namun, kontrak menetapkan bahwa
perusahaan asuransi akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung jika
peristiwa itu tidak terjadi pada akhir masa asuransi. Selain itu, asuransi jiwa jatuh
tempo pada akhir masa asuransi, setelah itu sejumlah pengembalian uang tetap
diberikan ke tertanggung. Ketiga, asuransi jiwa telah gugur (Fauzi, 2019).
Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD, seseorang yang mempunyai asuransi
jiwa ditemukan meninggal dunia pada saat pertanggungan, dan tertanggung tidak
mengetahui kematiannya kecuali diperjanjikan lain, maka pertanggungan itu akan
berakhir. Pasal 307 KUHD juga mengatur bahwa asuransi jiwa akan kadaluwarsa
jika seseorang yang memiliki asuransi jiwa melakukan bunuh diri atau dijatuhi
hukuman mati. Namun terhadap kedua ketentuan tersebut, para ahli berpendapat

bahwa penyimpangan masih dimungkinkan atas permintaan para pihak. Keempat,
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asuransi akan dibatalkan sebelum masa berlakunya habis. Hal ini dapat terjadi
karena tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran iuran
atau premi yang telah dituangkan dalam polis atau atas permintaan sendiri.
Masalah akibat batalnya asuransi jiwa, akan dilakukan penyelesaian tergantung
pada kesepakatan para pihak yang dituangkan pada ketentuan polis.

Asuransi jiwa debitur dapat menimbulkan keterkaitan hukum antara bank,
nasabah debitur, dan perusahaan asuransi ketika dalam perjanjian kredit. Debitur
masuk ke dalam polis asuransi seumur hidup berdasarkan kewajiban bank untuk
membayar kembali pinjaman yang diterimanya. Kewajiban ini timbul dari akad
antara debitur dengan bank, akad kredit (Fauzi, 2019). Tergantung pada
kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung, jangka waktu polis
asuransi jiwa dapat ditentukan untuk jangka waktu yang tetap dan selamanya.
Untuk tempo waktu polis asuransi jiwa debitur disesuaikan dengan tempo waktu
akad kredit sehingga mengakibatkan berakhirnya pertanggungan. Pemutusan
kontrak kredit berarti pemutusan kontrak asuransi. Jika tidak ada kejadian dengan
debitur hingga akhir periode kredit (jika pinjaman telah dilunasi), maka polis
asuransi akan jatuh tempo dan debitur tidak akan menerima pengembalian uang
sejumlah dari perusahaan asuransi. Premi yang telah dibayar penuh akan menjadi

kepentingan perusahaan asuransi (Danarti, 2011).

2.1.3.Prinsip-Prinsip Asuransi
Pelaksanaan kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan tertanggung

tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap perjanjian yang dibuat
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berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, agar menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan pada masa yang akan datang antara penanggung dan tertanggung.

Kasmir mengemukakan bahwa prinsip-prinsip asuransi, yaitu (Kasmir, 2014):

1. Insurable Interest adalah masalah hukum untuk lindungi nilai risiko
keuangan di mana tertanggung dan tertanggung diakui secara hukum dan
dapat mendapatkan hak dan kewajiban.

2. Utmost Good Faith atau “itikad baik” dalam menentukan setiap kontrak
harus dilandasi dengan itikad baik terhadap para pihak yang berhubungan
(penanggung dan tertanggung) dengan informasi, baik materiil serta
immateriil.

3. Indemnity atau ganti rugi, yaitu penguasaan posisi finansial tertanggung
setelah terjadinya resiko kerugian seperti keadaan sebelum terjadinya
kerugian. Tidak berlaku terhadap polis asuransi jiwa dan kecelakaan, karena
prinsip tersebut berdasarkan kepada kerugian finansial.

4.  Proximate Cause adalah penyebab aktif dari suatu peristiwa yang terjadi
dalam urutan yang dimulai dan aktif dari sumber baru dan independen.

5. Subrogation adalah hak penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung
untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan hilangnya keuntungan
asuransi. Prinsip ini berarti bahwa kerusakan tidak boleh melebihi
kerusakan yang sebenarnya terjadi.

6.  Contribution adalah asas bahwa seorang penanggung berhak untuk meminta

penanggung lain dengan kepentingan yang sama ikut serta dalam
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pembayaran ganti rugi kepada tertanggung, meskipun masing-masing

penanggung tidak harus mempunyai jumlah keluarga yang sama.

2.1.4. Asas-Asas Asuransi
Dalam hukum asuransi adanya beberapa asas-asas, sebagai berikut:

1.  Asas Indemnitas
Indemnitas berasal dari bahasa latin yang berarti kompensasi. Prinsip dasar
ganti rugi adalah keseimbangan antara kerusakan yang diderita oleh
tertanggung dan besarnya ganti rugi. Dalam hukum perasuransian, asas
ganti rugi tersirat dalam Pasal 246 KUHD. Ini menetapkan batas asuransi
atau kompensasi. Artinya, suatu kontrak yang dimaksudkan untuk menutupi
setiap kerugian, kerusakan, atau kerugian yang mungkin ditanggung oleh
tertanggung atas akibat dari kejadian tersebut. Risiko yang tidak dapat
diprediksi saat kontrak ditandatangani. Prinsip tersebut berlaku untuk
asuransi non jiwa (Fauzi, 2019).
Melalui kontrak asuransi, penanggung memberikan perlindungan terhadap
potensi kerugian finansial tertanggung, dan penanggung memberikan
perlindungan berupa kemungkinan pemberian ganti rugi kepada tertanggung
atas kerugian yang ditimbulkan dalam kejadian yang dialami. Oleh karena
itu, tujuan utama polis asuransi adalah agar perusahaan asuransi
memberikan ganti rugi kepada pemegang polis. Sedangkan Menurut H.
Gunanto, asas ganti rugi tersirat dalam Pasal 246 KUHD, ini dapat

diasuransikan karena kerugian, kerusakan, atau risiko yang dapat



21

diidentifikasi ketika kontrak asuransi kerugian diakhiri (Fauzi, 2019). Asas
ganti rugi mengikuti asas lain, asas kepentingan yang dipertanggungkan.
Oleh karena itu, harus ada kesimbangan terhadap keuntungan dan kerugian,
dan tertanggung harus benar-benar memperhatikan potensi kerugian akibat
kejadian yang tidak terduga (Fauzi, 2019).

Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)

Pihak yang ingin membuat kontrak asuransi harus memiliki kepentingan
yang dipertanggungkan (insured interest). Artinya, tertanggung harus
mempunyai kewajiban tersebut sebagai akibat dari sebuah kejadian yang
belum terjadi, dan orang tersebut menderita akibat-akibat dari kejadian
tersebut (Fauzi, 2019). Keuntungan inilah yang memisahkan asuransi
dengan perjudian, apabila tertanggung dalam mengasuransikan diri sendiri
tidak mempunyai kepentingan maka dianggap menjadi sebuah taruhan.
Kepentingan merupakan adanya suatu ikatan hukum terhadap tertanggung
dengan obyek yang dipertanggungkan atau biasa disebut dengan
kepentingan yang merupakan milik atau hak dari subyek, apabila suatu
peristiwa terjadi tertanggung akan memperoleh kerugian. Asas kepentingan
ini diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD (Sembiring, 2014). Sri Redjeki
Hartono mempunyai pendapat bahwa tertanggung dapat membayar asuransi
meskipun kepentingan tertanggung, pada saat menerima asuransi secara sah
dan dalam kondisi yang sebenarnya, tidak ada atau melekat pada asuransi.

Orang tersebut diasuransikan, tetapi dimungkinkan untuk mendeteksi lebih
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awal bahwa ada kemungkinan seseorang yang terlibat dalam kerugian
ekonomi dapat menderita akibat suatu peristiwa (Fauzi, 2019).

Asas Itikad Baik (Unmost Good Faith)

Perjanjian asuransi sejak dahulu merupakan suatu contractus uberrima fidei,
yaitu kontrak yang kedua belah pihak diharuskan untuk melakukan dengan
sesungguhnya dan itikad baik (Sembiring, 2014). Asas itikad baik telah
mendapat pengaturan pada Pasal 251 KUHD (Wetboek van Kopphandel)
bahwa “setiap keterangan yang tidak benar atau salah, atau bilamana tidak
mengungkapkan hal-hal yang kepada tertanggung intinya adalah jika
tertanggung mengetahui fakta itu, maka akad tidak akan diadakan dalam
kondisi yang sama, yang akan mengakibatkan berakhirnya pertanggungan
kecuali Pasal 251 KUHD, asas itikad baik juga telah mendapat pengaturan
dalam Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdata.

Asas Subrogasi

Untuk kerugian yang dipertanggungkan sebagai akibat yang tidak
diinginkan, selain kemungkinan tertanggung dapat menuntut kelalaian dari
pihak ketiga, ada dua opsi mengenai terjadinya kerugian yang dapat dituntut
oleh perusahaan asuransi non-jiwa. Dalam kasus seperti itu, tertanggung
memiliki kesempatan dalam melakukan tuntutan ganti rugi terhadap dua
pihak yaitu perusahaan asuransi dan pihak ketiga. Pemberian ganti rugi dari
dua sumber jelas melanggar asas ganti rugi dan larangan pengayaan yang

tidak adil. Di sisi lain, sangat tidak adil bagi pihak ketiga untuk



23

membebaskan tindakan yang menyebabkan kerugian pada tertanggung.
(Fauzi, 2019).
5. Asas Kontribusi

Di mana seorang tertanggung menanggung hal yang sama, risiko yang
sama, dan risiko yang sama untuk beberapa perusahaan asuransi dalam polis
yang berbeda, ada pertanggungan ganda. dalam hal pertanggungan ganda,
masing-masing perusahaan asuransi menuntut sisa jumlah yang telah
dibelinya polis (Fauzi, 2019). Dalam KUHD, asas kontribusi diturunkan
kedalam Pasal 278 yang menyatakan bahwa apabila dalam polis asuransi
yang sama beberapa penanggung, walaupun pada tanggal yang berbeda,
dibebani biaya lebih dari harga, maka mereka menandatangani, hanya
menanggung harga. sebenarnya ditagih. Persyaratan yang sama berlaku,
setiap kali pada tanggal yang sama, untuk persyaratan yang sama dalam
kewajiban yang berbeda. Seperti dijelaskan di atas, prinsip kontribusi ini

hanya berlaku dalam kasus asuransi ganda (Sembiring, 2014).

2.1.5.Kredit dan Penilaian Kredit

Pengertian kredit bukan lagi hal yang asing bagi Kita, hampir semua
masyarakat di Indonesia mengerti dari makna kredit. Berbicara mengenai kredit
tentuanya adanya dua pihak utama yaitu sebagai kreditur dan debitur. Kreditur
disini sebagai seseorang yang menyalurkan pinjaman, sedangkan debitur adalah
seseorang yang mendapatkan penyaluran pinjaman. Kredit secara umumnya dapat

dijelaskan sebagai suatu pinjaman yang berikan kepada seseorang dan harus
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dikembalikan kepada si pemberi pinjaman dalam kurun waktu tertentu baik itu
secara angsur maupun sekaligus beserta imbalan atau bunga. Pengertian lain
mengenai kredit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu penyaluran
pinjaman dari kreditur kepada debitur dan telah ditentukannya cara
pembayarannya, baik itu secara angsur ataupun sekaligus sesuai isi kesepakatan
yang disepakati bersama.

Kredit merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Kredit dapat
memberikan manfaat dalam mendorong dan melancarkan aktivitas usaha maupun
dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Kebutuhan konsumsi disini berupa kebutuhan pokok sehari-hari, pendidikan,
pembelian mobil, pembelian rumah dan barang konsumsi yang tidak ada
kaitannya dengan usaha. Pemberian kredit dapat kita peroleh salah satunya adalah
dari bank. Bank adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dalam
menjalani aktifitas usahanya melakukan kegiatan penghimpunan dan menyalurkan
pinjaman kepada masyrakat. Dalam melaksanakan penyaluran pinajaman hal yang
terpenting terlebih dahulu adalah kata sepakat dari para pihak (debitur dan
kreditur.

Adapun beberapa jenis-jenis kredit yang dapat digolongkan menjadi
beberapa kategori. Penggolongan kredit dapat berdasarkan jangka waktu dan
tujuan, yaitu (Hermansyah, 2014):

1. Pinjaman investasi adalah pinjaman jangka panjang atau jangka menengah

kepada nasabah/debitur dalam rangka penghimpunan dana untuk perluasan
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usaha dan sebagai bagian dari pembangunan kembali seperti pembelian

gedung komersial untuk perluasan usaha.

2. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang mendukung penjualan usaha
sampai dengan satu tahun dengan biaya operasional harian perusahaan, dan
dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Para pihak telah sepakat.
Pinjaman dapat berbentuk rupiah atau mata uang asing. Namun, di sektor
mata uang asing, perusahaan juga menggunakan transaksi valuta asing
dalam operasinya.

3. Pinjaman konsumsi diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam
pembelian barang-barang konsumsi yang berkaitan dengan mobil,
perumahan dan kebutuhan lainnya yang tidak ada kaitannya langsung
dengan usaha, seperti pembelian mobil yang bertujuan untuk transportasi
operasional kantor, pembelian mobil dengan tujuan transportasi operasional
merupakan kegiatan yang dimanfaatkan dalam menjalankan usaha, sehingga
tidak dapat digolongkan kedalam kebutuhan konsumsi. Sedangkan sumber
pembayaran pinjaman konsumsi ini berasal dari pendapatan yang dihasilkan
dari kerja bulanan debitur.

Menurut penulis, jenis dan golongan kredit tergantung pada tenor (jatuh
tempo). Penulis menyimpulkan bahwa setiap jenis pinjaman sesuai dengan apa
yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan dinilai berdasarkan jangka
waktunya. Jangka waktu yang tercantum di sini adalah karena kebutuhan modal
usaha kami dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau operasi

sehari-hari. Namun, semua pinjaman harus didasarkan pada proses analisis kredit.
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Berdasarkan analisis 5C, terdapat beberapa prinsip penilaian kredit yang

umumnya dilakukan kreditur terhadap calon debitur, sebagai berikut (Kasmir,

2018):

1.

Character adalah sifat dan kepribadian seorang calon debitur. Orang yang
baik hati dapat dengan mudah memperoleh atau memperoleh kepercayaan
dari kreditur (bank) ketika menawarkan pinjaman yang diajukan.

Capacity (Kemampuan) adalah tes kemampuan seseorang untuk membayar
kembali kredit yang diperoleh dengan menjalankan bisnis untuk tujuan
komersial.

Capital adalah kreditur (bank) yang menganalisis modal calon debitur.
Untuk memanfaatkan pinjaman dari kreditur (bank) dengan baik.

Collateral adalah jaminan atau agunan yang digunakan oleh kreditur (bank)
sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman fisik atau non fisik. Pengajuan
pinjaman tidak boleh melebihi dari nilai jaminan yang diberikan kepada
bank.

Condition adalah gambaran keadaan ekonomi saat ini, terlepas dari apakah
bisnis atau sektor yang dipimpin oleh debitur di masa depan sedang
mengalami masalah pertumbuhan saat ini dan masa depan.

Menurut penulis, semua upaya yang dilaksanakan oleh bank mempunyai

suatu tujuan yang sama dalam memperoleh kepercayaan debitur di masa depan,

dan tujuan pinjaman digunakan dengan benar dan dilunasi sesuai aturan yang

disepakati. Sehingga tidak mengalami dari resiko kredit bermasalah atau utang

tidak tertagih. Menurut kreditur (bank), untuk menghindari dari kredit bermasalah
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perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu dengan menggunakan metode
yang handal dan akurat agar mendapatkan kepercayaan dari kreditur kepada

debitur.

2.1.6.Perjanjian Kredit

Pinjaman bank adalah pinjaman berbasis kredit. Penyaluran pinjaman
diperlukan adanya suatu kepastian hukum terhadap bank atau kreditur yang
dimana telah memberikan sejumlah uang dalam bentuk kredit kepada seseorang
atau debitur sehingga mewajibkan adanya sebuah agunan atau jaminan. hal
tersebut untuk menghindari dari kerugian yang besar ketika debitur tidak
melakukan pembayaran. Agunan adalah segala sesuatu yang diterima oleh
kreditur dan diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas suatu tuntutan dalam
masyarakat. Kredit ini diterbitkan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat seperti kepuasan konsumen, meskipun kredit juga dapat membiayai
kebutuhan non-konsumen. Dalam memberikan kredit, bank harus memperoleh
keyakinan dalam hal kesanggupan serta kemampuan dari sisi debitur dalam
mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Pada dasarnya bank dalam
menjalankan kegiatan distribusi pinjaman harus mendapatkan kepercyaan terlebih
dahulu. Pembentukan kepercayaan penting ketika prestasi yang diberikan
dianggap nyata dan orang yang menerima pinjaman yang dapat dibayar kembali.
Menurut KUHPerdata Pasal 1313, perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh
seorang atau lebih yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan seorang atau

lebih orang lain. Hubungan antara dua orang adalah hubungan yang terikat oleh
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hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin

oleh hukum. Kontrak pinjaman memerlukan perhatian khusus karena memiliki

fungsi yang sangat penting dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengelolaan

pinjaman. Kontrak kredit memiliki beberapa fungsi yaitu (Kasmir, 2018):

1.  Bertindak sebagai suatu perjanjian induk, artinya suatu perjanjian kredit
yang menentukan batal tidaknya suatu perjanjian lainnya, misalnya
perjanjian pengikatan agunan;

2. Berfungsi untuk membuktikan pembatasan hak dan kewajiban antara satu
orang dengan orang lain;

3. Sebagai alat pemantauan pinjaman.

Hubungan asuransi jiwa dalam perjanjian yang terdapat dalam akad kredit
adalah apabila tertanggung atau debitur meninggal dunia, maka asuransi akan
memberikan kepada kreditur utama untuk likuidasi utang. Sehingga debitur yang
telah meninggal tidak akan meninggal hutang kepada ahli waris dan dapat
menghindari dari kehilangan jaminan atau asset yang dimiliki. Kasmir
menyatakan bahwa baik kredit dan pinjaman dapat berupa uang atau uang kertas,
yang mempunyai suatu nilai yang dapat diukur menggunakan uang, dan kemudian
ada kontrak antara pemberi pinjaman, bank, dan klien yang mengambil pinjaman
sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perjanjian pinjaman tentunya akan
mencantumkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus
disepakati bersama, baik itu berupa nominal pinjaman, jangka waktu, bunga, dll.
Perjanjian kredit yang dibuat dengan dibawah tangan ataupun dengan akta notaris,

biasanya dirancang menggunakan bentuk perjanjian baku. Ada beberapa
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ketentuan yang masih ada dan harus dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit,
antara lain ketentuan asuransi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengalihkan
risiko yang akan terjadi, baik dari segi agunan atau jaminan. Dokumentasi harus
mencakup perusahaan asuransi yang dinominasikan, premi, kebutuhan untuk
menyimpan polis asuransi di bank, dll. Unsur-unsur yang terlibat dalam pinjaman
yaitu kepercayaan, perjanjian, durasi, risiko dan kompensasi. Pinjaman memiliki
tujuan tertentu. Tujuan pinjaman tidak lepas dari kewajiban bank yaitu:

1.  Memperoleh keuntungan.

2.  Membantu nasabah dalam kelancaran modal usahanya.

3. Mendorong kenaikan ekonomi pemerintah.

Saat melakukan pinjaman, nasabah tentunya harus memiliki jaminan
pinjaman yang hanya sebagai pelengkap untuk melindungi kredit macet, apalagi
jika terjadi bencana. Namun, ketika pinjaman diberikan, fitur jaminan pinjaman
hanyalah tindakan pencegahan, karena analisis terperinci telah dilakukan untuk
mengidentifikasi pelanggan yang memenuhi syarat. Bank harus mematuhi prinsip-
prinsip pinjaman yang tepat saat memberikan pinjaman. Bank perlu
mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa pinjaman benar-benar akan dilunasi.
Kepercayaan ini berasal dari hasil pemeriksaan kredit sebelum pinjaman dilunasi.
Pemeriksaan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk
mendapatkan kepercayaan nasabah. Dasar pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal didalam Pasal 8 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut:
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a.  Ayat (1), penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum
harus memiliki kredibilitas yang didasarkan pada analisis menyeluruh
terhadap niat dan kemampuan serta kemampuan nasabahnya, utang untuk
membayar atau membayar kembali pembiayaan yang disepakati.

b. Ayat (2), bank umum diwajibkan untuk mempunyai pedoman dalam
pembiayaan atas prinsip syariah dan harus sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia.

2.1.7 Dasar Hukum dan Pengertian Asuransi jiwa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat 7 pasal
yang mengatur tentang asuransi jiwa adalah Pasal 302 sampai dengan Pasal 308.
KUHD Pasal 302 sebagai dasar dari asuransi jiwa yang menyatakan bahwa jika
seseorang dapat dipertanggungjawabkan, berguna bagi keperluan seseorang yang
berkepentingan baik untuk selama masa hidupnya maupun untuk sesuatu yang
telah diperjanjikan. Dari ketentuan pasal sebelumnya, asuransi jiwa dicatat dalam
polis asuransi itu sendiri dalam jangka waktu tertentu, dan mungkin juga layak
untuk itu. Kontrak tidak menentukan jangka waktu seumur hidup sesuai dengan
persyaratan. Undang-Undang tidak secara khusus menentukan kemungkinan
mengambil asuransi jiwa bagi mereka yang tertarik.

Pasal 303 KUHD menyatakan bahwa para pemangku kepentingan dapat
memberikan ganti rugi tersebut dan bahkan tidak dilarang untuk mengganti nyawa
orang yang jiwanya diasuransikan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang

tersebut. Hubungan hukum yang timbul antara penanggung dan bank adalah
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pelaksanaan jasa sebagai komitmen yang menguntungkan pihak ketiga, dalam arti
perjanjian antara debitur dan penanggung. Debitur menunjuk bank sebagai pihak
yang diberi ganti rugi. Sehubungan dengan perikatan kepada pihak ketiga ini
menurut Pasal 1317 KUHPerdata, para pihak dapat mengadakan suatu kontrak
dengan janji bahwa salah satu pihak akan dilimpahkan kewajibannya kepada
pihak ketiga yang ditentukan dalam kontrak tersebut.

Asuransi Jiwa (life insurance) yaitu suatu jasa yang diberikan oleh
perusahaan asuransi dalam pencegahan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau
menginggalnya seseorang yang dipertangguhkan. Pengertian lain, menurut Sri
Redjeki Hartono, dalam asuransi jiwa, kedudukan penanggung sebenarnya
ditentukan, dan pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang selalu
menerima dan menanggung risiko. Posisi pemegang polis atau pemangku
kepentingan yang mungkin melibatkan pihak ketiga telah berubah. Kemungkinan
perubahan posisi para pihak dalam polis, sebagai berikut:

1.  Pemegang polis sama dengan tertanggung dan agen. Hal ini dapat terjadi
pada seseorang yang memiliki polis asuransi seumur hidup dan menerima
polis asuransi sendiri setelah berakhirnya masa kontrak.

2.  Perusahaan asuransi/pemegang polis sama dengan tertanggung, tetapi
tertanggung tidak. Hal ini terjadi misalnya pada seseorang yang menjamin
hidupnya untuk masa depan keluarga.

3. Pemegang polis/pemegang polis tidak sama dengan tertanggung, juga tidak
sama dengan tertanggung. Ini bisa terjadi jika majikan Anda memimpin

dalam menandatangani polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi dan
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membayar premi. Tertanggung adalah seorang karyawan. Artinya,
pembayaran jumlah yang disepakati tergantung pada jiwa karyawan.
Pemutusan kontrak Seseorang yang menerima sejumlah uang dari

perusahaan asuransi yang merupakan ahli waris/keluarga karyawan.

2.1.8 Proses Pengalihan Hak Kepada Ahli Waris

Hukum perdata mengatur bahwa semua ahli waris berhak menolak warisan.
Hal ini diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdata, dan tidak ada kewajiban untuk
memperoleh warisan. Itu jatuh ke tangannya. Jika ahli waris menerima harta dan
hutang, ahli waris bertanggung jawab atas kontrak yang telah dibuatnya selama
hidupnya. Kewajiban ahli waris untuk melunasi atau melunasi utang ahli waris
memiliki kemungkinan yang terbatas untuk bertanggung jawab atas utang ahli
waris, sehingga perjanjian pinjaman dengan debitur (ahli waris) dan bank sebagai
kreditur, saya tidak setuju. Mungkin karena ahli waris atau tidak memenubhi
persyaratan hukum kontrak. Sepanjang disepakati, keabsahan ketentuan tersebut
tidak mengikat secara hukum. Pencantuman klausula dalam perjanjian pinjam
meminjam yang mengalihkan kewajiban membayar utang debitur sebagai akibat
meninggalnya debitur merupakan strategi dalam menghindari resiko kerugian
yang besar bagi kreditur.

Asuransi jiwa kredit adalah kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi
yang memberikan layanan berupa pengembalian pinjaman kepada bank ketika
peminjam, atau debitur, meninggal dunia. Pada dasarnya, semua bank memitigasi

risiko kredit di kemudian hari, termasuk pengalihan kewajiban debitur dalam
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kontrak pinjaman untuk membayar utang sebagai akibat kematian debitur, dan
lebih cenderung memiliki masalah yang lebih besar. Dalam hal ini dikatakan
pewarisan, karena pemindahan tanggung jawab untuk membayar utang debitur
melibatkan ahli waris. Dengan perjanjian pinjaman, bank perlu berhati-hati
tentang warisan. Dalam hal ini, bank perlu mengidentifikasi siapa yang berhak
menjadi ahli waris dari debitur yang meninggal. Perjanjian pinjaman biasanya
diikuti oleh perjanjian penjaminan atau jaminan individu. Pengertian jaminan
diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata, dan jaminan adalah suatu perjanjian yang
menjanjikan bahwa pihak ketiga akan memenuhi kewajiban debitur jika debitur
tidak memenuhi kewajiban debitur. Dalam penjaminan perseorangan sebagai
bentuk khusus penjaminan dalam suatu akad pinjaman bank, proses eksekusi
apabila terjadi wanprestasi pembayaran oleh debitur dapat dilakukan dengan
memastikan bahwa tuntutan debitur terpenuhi apabila debitur lalai melakukan

peningkatan.

2.1.9 Landasan Hukum

Dalam menjalankan aktifitas usaha perasuransian tentunya adanya aturan
yang mengatur. Ketentuan-ketentuan atau landasan hukum dalam bisnis asuransi
sebagai berikut:
1. UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33.
2. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

3. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
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KUH Pidana Pasal 1320 dan 1774. Kedua pasal ini menyatakan bahwa
asuransi mencakup kontrak antara dua pihak dan terdapat ruang lingkup
hukum pidana.

KUH Perdata Pasal 1045 dan 1320. Pasal 1045 membahas tentang ketentuan
ahli waris, sedangkan Pasal 1320 membahas tentang syarat-syarat sahnya
sebuah perjanjian.

KUHD Pasal 302 sampai dengan 308 membahas tentang ketentuan
pertanggungan jiwa.

PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Penelitian Terdahulu

Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan ketika menulis disertasi

dengan memahami disertasi ilmiah yang ditulis oleh pihak lain, dan penulis

menjaring data disertasi ilmiah baik dalam bentuk penelitian teks maupun dalam

bentuk aplikasi penelitian lapangan. Penelitian terdahulu yang diambil oleh

penulis pada bagian bawah ini, diyakini memiliki judul yang sama dengan artikel

yang dibahas oleh penulis, meliputi studi sebagai berikut:

1.

Jurnal Holrev, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (Vol. 03 No. 02,
September 2019, E-ISSN: 2548-1754), penulis Asri Sarif melaksanakan
penelitian dengan judul “Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa Dalam

Perjanjian Kredit Perbankan”. Menurut hasil survei penulis Asri Sarif, bisnis
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yang dijalankan selalu dikaitkan dengan risiko dampak buruk, termasuk
bisnis bank di sektor perkreditan. Salah satu cara bank untuk menghindari
resiko kerugian adalah pengalihan resiko kepada asuransi. Tujuan artikel ini
adalah untuk mengkaji implikasi hukum dari kontrak pinjaman bank,
termasuk klausul asuransi jiwa, dan akibat hukum dari keberadaan klausul
asuransi jiwa dalam kontrak pinjaman, terutama dalam kerangka hubungan
hukum antara para pihak. Aspek perlindungan hukum, khususnya bagi
debitur, dengan metode penyidikan hukum normatif. Dalam perjanjian
pinjaman bank yang memuat klausula asuransi jiwa, tidak ada hubungan
hukum yang baik antara debitur, bank atau penanggung untuk menjamin hak
masing-masing pihak khususnya debitur/tertanggung. Akibat hukum yang
ditimbulkan adalah bertambahnya beban/beban keuangan yang signifikan
bagi debitur. Selain itu, tulisan ini memberikan beberapa bentuk gagasan
perlindungan hukum bagi debitur sebagai pihak yang paling rentan dalam
hubungan tersebut sehingga dapat diperoleh rasa aman dan perlindungan
hukum (Sarif, 2019). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan
penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran
dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada
bank dan bagaimana proses claim asuransi jiwa kredit.

Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Vol. 05
No. 03, Tahun 2016, ISSN: 2540-9549), penulis Hilda Pratiwi melakukan
penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam

Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Banker’s



36

Clause”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban
penanggung yang tidak memiliki jaminan pinjaman terhadap risiko kredit
bank dan perlindungan hukum nasabah peminjam bank dengan jaminan
pinjaman dari pihak penanggung. Hasil ini menunjukkan bahwa Anda
adalah perusahaan asuransi atau PT. Bumi Asih Jaya bertanggung jawab
untuk memenuhi kewajibannya membayar klaim asuransi jiwa kredit. Anda
juga dapat menyelesaikan masalah melalui pengadilan atau mediasi. Hal ini
sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Pratiwi, 2016). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas
dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada
peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur
pada bank dan bagaimana proses claim asuransi jiwa kredit.

Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Vol. 13 No. 02,
Tahun 2020, E-ISSN: 2686-2425), penulis Olga Puspita Dewi melakukan
penelitian dengan judul “Tinjavan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi
Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk”. Hasil survei asuransi jiwa dapat dilihat dalam UU No. 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki program
kredit bagi bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Tujuan
artikel ini adalah untuk memperjelas pelaksanaan asuransi jiwa pada saat
melakukan pinjaman multiguna dan implikasi hukum kematian tertanggung
asuransi jiwa jika PT tidak melakukan pinjaman multiguna. Banclayat

Indonesia (Persero) Thk. Metode penelitian berdasarkan hukum empiris.
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Dari artikel ini kita dapat melihat bahwa memberikan asuransi jiwa pada
pinjaman BRI Guna dapat membantu menghindari hutang warisan. Hal ini
juga berpengaruh positif terhadap keberadaan BRI Guna dan merupakan
solusi pewarisan hutang. Dalam hal demikian, akibat hukumnya masing-
masing pihak mempunyai kewajiban, dan yang terpenting kreditur
menyatakan bahwa sisa kredit telah dilunasi (Dewi, 2020). Terdapat
perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis
pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit
terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses claim
asuransi jiwa kredit.

Jurnal Juris, Fakultas Syari’ah IAIN Batusangkar (Vol. 14 No. 02, Juli-
Desember 2015, E-ISSN: 2580-2763), penulis Hidayatina melakukan
penelitian dengan judul “Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan
Terhadap Pembiayaan Murabah Pada Perbankan Syariah”. Dari hasil
survey, pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan
bagi perbankan syariah. Namun, pinjaman Murabahah hanya dapat
dilakukan oleh bank syariah dan ada risiko gagal bayar di pihak nasabah.
Oleh karena itu, bank syariah disetujui untuk keamanan pelanggan. Salah
satu syaratnya adalah nasabah harus menyerahkan besaran premi sesuai
dengan jumlah maksimal dana yang diberikan kepada nasabah, namun
pelaksanaan pemberian premi tersebut dengan ketentuan asuransi dan
konsep asuransi tidak sesuai. ekonomi syariah. Mekanisme ini belum

disetujui oleh dana asuransi syariah yang tenggelam seperti yang ditemukan
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di perusahaan asuransi tradisional. Ini berarti bahwa nasabah Murabahah
Finance harus mendapatkan kembali jaminan mereka setelah memenuhi
kewajiban pembayaran hipotek mereka, karena hutang mereka akan dilunasi
sepenuhnya (Hidayatina, 2015). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas
dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada
peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur
pada bank dan bagaimana proses claim asuransi jiwa kredit.

Jurnal Unizar Law Review, Universitas Islam Al-Azhar Mataram (Vol. 02
No. 01, Juni 2019, E-ISSN: 2620-3839), penulis Sumarni dan Abdul Tayib
melakukan penelitian dengan judul “Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan
Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi”. Hasil penelitian ini
bertujuan untuk memperjelas bagaimana polis asuransi jiwa digunakan
sebagai jaminan perolehan pinjaman dengan perusahaan asuransi.
Penyelidikan ini merupakan penyelidikan hukum normatif dengan
pendekatan hukum dan konseptual. Dari hasil survey disimpulkan bahwa
asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai alat likuid yaitu dapat dijadikan
jaminan pinjaman melalui gadai atau escrow, dan asuransi jiwa dapat
dijadikan jaminan pinjaman. Proses kontrak pinjaman untuk kontrak
asuransi yang dijaminkan hanya dapat dilakukan antara pemegang polis dan
perusahaan asuransi (Tayib, 2019). Terdapat perbedaan pada penelitian
diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis pada penelitian ini berfokus
pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap pelunasan hutang

debitur pada bank dan bagaimana proses claim asuransi jiwa kredit.
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Jurnal Justisi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong (Vol.
04 No. 02, Tahun 2018, E-ISSN: 2686-0821), penulis Akhmad Fagih
Mursid melakukan penelitian dengan judul “Perjanjian Kredit Yang
Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa”. Hasil penelitian ini dimaksudkan
untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan penerapan hukum
kepada para pihak dengan memasukkan klausul asuransi jiwa dalam
perjanjian pinjaman. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis
menyimpulkan bahwa mereka mengetahui tiga pihak dalam asuransi jiwa:
perusahaan asuransi, tertanggung (debitur penopang jiwa), dan penikmat
(pewaris atau mitra kontrak). Kematian merupakan peristiwa asuransi jiwa
yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pada umumnya apabila
tertanggung meninggal dunia, penanggung wajib mengganti kerugian
kepada ahli waris kecuali diperjanjikan lain. Misalnya, debitur menyetujui
ketentuan yang diberikan oleh bank yang mengatur kerjasama dengan
perusahaan asuransi jiwa untuk mengatasi risiko yang timbul. Dalam hal ini
bank bertindak sebagai pemegang polis ganti rugi (Mursid, 2018). Terdapat
perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis bahwa penulis
pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi jiwa kredit
terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana proses claim
asuransi jiwa kredit.

Jurnal llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau (Vol. 03 No. 01,
Tahun 2012, E-ISSN: 2654-3761), penulis Sunarmi melakukan penelitian

dengan judul “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”.
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Temuan Penanggung memainkan peran penting karena asuransi
memberikan dorongan yang signifikan untuk perkembangan ekonomi
lainnya, selain perlindungan dari kemungkinan kerusakan. Sayangnya,
jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis sebenarnya kurang
terlindungi dengan baik. Masalah yang selalu dihadapi pemegang polis
adalah sulitnya menerima ganti rugi saat terjadi peristiwa. Alasan
perusahaan asuransi tidak membayar klaim asuransi karena kurangnya
pengetahuan masyarakat itu sendiri dan faktor agen asuransi (Sunarmi,
2012). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis
bahwa penulis pada penelitian ini berfokus pada peran dan manfaat asuransi
jiwa kredit terhadap pelunasan hutang debitur pada bank dan bagaimana

proses claim asuransi jiwa kredit.
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2.4 Kerangka Pemikiran

Analisi Yuridis Perjanjian Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Terhadap
Pelunasan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah Pada Bank

- N

p K N N [ Metode Penelitian ]
_—|  Peran dan Manfaat Kendala yang dihadapi |
Asuransi Jiwa Kredit pada penanganan f \
} < asuransi jiwa kredit - Penelitian Hukum Normatif
Mengalihkan Resiko | - Sifat Penelitian Deskriptif
| Kerugian Kepada ' \ - Metodg Pengumpulan Data
Perusahaan Asuransi f - ¥ _ a. Jenis Data menggunakan
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dari aktifitas
seseorang dalam upaya melakukan penelitian hukum untuk mencari pemecahan
masalah secara akademik dan juga praktisi, harus disesuaikan dengan azas-azas,
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan sesuai dengan
kenyataan yang ada. (Ali, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh penelulis adalah
penelitian Normatif. Penelitian ini secara langsung membahas aspek hukum dari
hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan
mengetahui secara tepat bahan-bahan di luar hukum untuk tujuan penelitian. (Ali,
2015). Dalam jenis penelitian normatif hukum dijadikan sistem norma, yang mana
sistem normatif tersebut merupakan norma, asas-asas, kaidah, putusan pengadilan,
doktrin, peraturan perundang-undangan, serta perjanjian.

Kajian normatif adalah kajian yang didasarkan pada norma-norma hukum
yang berlaku pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan
berlaku pada semua lapisan masyarakat, serta hubungan antara aturan dengan
aturan lain dalam hierarki, dapat juga dilihat dari. Penelitian empiris memiliki
pengertian dengan melihat secara langsung segala aspek realitas hukum yang
berlaku saat ini di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang secara
langsung menyelidiki aspek hukum dari hubungan sosial dalam masyarakat, dan
bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi secara benar bahan-bahan
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non hukum untuk tujuan penelitian. (Ali, 2015). Dalam melakukan penelitian ini,
penulis mengadopsi jenis studi hukum normatif dimana hukum digunakan sebagai
sistem norma yang konstruktif. Sistem standar berarti asas, standar, undang-
undang dan peraturan, aturan administrasi, keputusan pengadilan, perjanjian, dan

doktrin. (Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, 2017).

3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data
Dalam melaksanakan kajian penelitian, penulis menggunakan data sekunder
sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan

akan digunakan sebagai dasar pada penelitian yang akan penulis lakukan,

sebagai berikut:

a. UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33.

b. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

¢. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

d. KUHPidana Pasal 1320 dan 1774. Kedua pasal ini menyatakan bahwa
asuransi mencakup kontrak antara dua pihak dan terdapat adanya ruang
lingkup pidana.

e. KUHPerdata Pasal 1045 dan 1320. Pasal 1045 membahas tentang
ketentuan ahli waris, sedangkan Pasal 1320 membahas tentang syarat-

syarat sahnya sebuah perjanjian.
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f. KUHD Pasal 302 sampai dengan 308 membahas tentang ketentuan
pertanggungan jiwa.
g. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
h. PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
2. Bahan Hukum Sekunder
Materi ini digunakan untuk menyempurnakan deskripsi materi hukum
primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan bagian dari buku-buku, jurnal, putusan-putusan pengadilan serta
dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Amiruddin dan
Asikin, 2010).
3. Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun deskripsi terhadap bahan
hukum premier dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, data

sensus, buku politik, dll.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan atau data yang dikumpulkan dalam survei ini dilakukan melalui
identifikasi prosedur dan peraturan inventarisasi, serta klasifikasi dan sistematisasi
bahan hukum sesuai dengan masalah utama survei yang dilakukan oleh penulis.
Oleh karena itu, penulis menggunakan tinjauan pustaka saat melakukan teknik
pengumpulan data ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,

mereview, mencatat, dan mereview bahan pustaka yang berkaitan dengan asuransi
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jiwa kredit. Dalam melaksanakan kajian penelitian hukum normative, bahan
hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian dan analisis ini menggunakan
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dokumenter digunakan
untuk mengumpulkan dua sumber hukum ini dalam studi penelitian. Penelitian
dokumenter adalah penelitiaan yang mengkaji berbagai dokumen, baik yang
berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokuemn yang ada (HS,
H. Salim Dan Nurnani, 2014). Sehingga dalam penelitian yang penulis lakukan ini

menggunakan pengumpulan data melalui studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Melakukan analisis data agar data yang diperoleh dapat disusun menjadi
dasar klasifikasi atau deskripsi studi pustaka. Dalam proses ini, data yang
diperoleh diharapkan dapat banyak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat
menjawab permasalahan utama yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya
dalam merumuskan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
analisis normatif. Data yang digunakan dalam analisis data adalah dokumen

hukum primer, sekunder dan tersier.
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